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ABSTRACT 

 

The study entitled The Impact of Village Fund Allocation, Number of Taxpayers, Total 

Population and Land Area Against Realization of PBB-P2 Revenues in Jember Regency. This study 

aims to prove the influence or impact of Village Fund Allocation, Number of Taxpayers, Total 

Population and Area of Land on Realization of PBB-P2 Revenues in Jember Regency partially. This 

type of research is quantitative using survey research methods. The population of this study were all 

villages in Kabupaten Jember, which amounted to 226 villages. And the sample was several villages in 

Jember Regency, which amounted to 37 villages with the acquisition or receipt of PBB-P2 that had 

met the target in Jember Regency. The sampling technique uses purposive sampling. In this study data 

were collected using documentation tools and literature studies, while data analysis was carried out 

using multiple linear regression analysis with Y = 234.753 - 4.047X1 + 97.099X2 + 8.844X3 + 

2918,544X4. From the results of the t (partial) test, the allocation of village funds has a value of t-

count 2.769> t-table 1.97331 and sig. 0.006 <0.05, which means that the hypothesis of village fund 

allocation has an impact on PBB-P2 receipts is acceptable. For the variable number of taxpayers 

there is a value of t count 11.056> t table 1.97331 and sig. 0,000 <0,05 which means that the 

hypothesis of the number of taxpayers having an impact on PBB-P2 receipts is acceptable. The 

variable population number is tcount 8.903> t table 1.97331 and sig. 0,000 <0,05 which means that 

the hypothesis of the number of residents has an impact on acceptance can be accepted. Variables of 

land area have a value of tcount 8.903> t table 1.97331 and sig. 0,000 <0,05 which means that the 

hypothesis of the land area having an impact on PBB-P2 revenue in Jember Regency is acceptable 

. 

Keywords:   Village Fund Allocation, Number of Taxpayers, Population, Land Area, Acceptance of 

Rural and Urban Land and Building Taxes. 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pajakimerupakanimodaliutamaiuntukimembiayaiiaktivitasipemerintahidalamimenjalankaniserta 

melaksanakanipembangunan.iSebagianibesaripenerimaaninegaraiadalahiberasalidariipajakisehingga 

pajakisangatiberperanidalamipembangunanisuatuinegarai(Rahmawati, 2008). Maka fungsi pajak 

adalah berkaitan erat dengan alat kerja pemerintah untuk menyejahterakan negaranya dalam lingkup 

sumber daya manusia maupun dalam membangun sarana prasarana untuk menunjang kesejahteraan 

rakyatnya. Berkaitan dengan aktivitas pajak berperan dalam pembangunan, salahisatuijenisipajakiyang 

ikutisertaidalamimeningkatkanifungsiitersebutiadalahipajakibumiidanibangunani(PBB)iyaituiiuran 

wajibiyangidi kenakan terhadapiorangiatauibadaniyangisecarainyata, mempunyai hak, memiliki, 

menguasai, dan memperolehimanfaatidari bumiidan bangunani(Rahman, 2011). 



 UUiNomori23iTahuni2014itentangipemerintahaniidaerahimenjadiilandasanihukumibagi 

penambahan serta pengembanganiotonomiidaerahidi Indonesia. Dengan adanya undang-undang 

tersebut, maka pemerintahidaerahimemiliki tugas danitanggungijawabiyang lebih untukimengelola 

sumber dana yang diperoleh guna mengembangkan otonomii daerahi yangi dipimpin. Termasuk dalam 

pengelolaan PajakiBumiidaniBangunani Perdesaanidan Perkotaani(PBB-P2), bentuk kebijakan 

tersebutitertuangidalamiUUiNomori28iTahuni2009itentangiUUiPajakiDaerahidaniRetribusi Daerah 

(UU PDRD).Untuk mewujudkan otonomi daerah menjadi lebih baik maka dibutuhkan sinergisitas 

antara pemerintah daerah dan masyarakat guna mewujudkan otonomi daerah yang diharapkan. 

Masyarakati dalami konteksi inii adalah penduduk yang bertempat tinggal di daerah tersebut. Konteks 

yang belangsung dalam hal ini adalah penerimaan pendapatan dan keuangan daerah yang berasal dari 

Pajak PBB-P2. Pemerintah daerah sebagai pihak otorisasi yang berwenang adalah sebagai ujung 

tombak dalam pemungutan pajak iPBB-P2 agaripenerimaaniPBB-P2 sesuai target yang ditetapkan. 

Dalam memenuhi target yang ditetapkan oleh pemerintah dalam penerimaan PBB-P2, maka jumlah 

penduduk juga berpengaruh terhadap hal tersebut. Karena semakinibanyakipendudukidalamisuatu 

daerah, makaisemakinibanyakijugaiwajibipajakiyang harusimemenuhiikewajibannyaidalamimembayar 

pajak. Agarihasili penerimaani Pajaki Bumii dani Bangunani dapati terealisasii sesuaii targeti yang 

ditetapkan, perlui diketahuii faktor-faktor yangi mempengaruhii penerimaani pengelolaani Pajaki 

Bumi dani Bangunan. Wajibi Pajaki Pajaki Bumii dani Bangunani (PBB) i adalahi Subjeki Pajaki 

yangi dikenakani kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan.Pertumbuhan penduduki 

merupakani unsuri pentingi yangi dapati memacui pertumbuhani ekonomii suatui daerah. Penduduk 

yangi besari akani menggerakkani berbagaii kegiatani ekonomii dani merangsangi tingkati outputi 

ataui produksii agregati yangi lebihi tinggii sertai padai akhirnyai mendorongi pertumbuhani ekonomi 

dani pendapatani nasional, yangi berpengaruhi jugai terhadapi peningkatani penerimaani Pajaki Bumi 

dani Bangunani (Cahyono, 2009). Peningkatanipendapataninasionalitersebuti akani menciptakaniwajib 

pajakibaru, sehinggaiCahyonoi(2009)imenyimpulkanibahwaipertumbuhanipendudukibilaiditangani 

denganiserius,imakaiakanimenambahijumlahiwajibipajakiyangimembayaripajak.iTapiijikaipertambah

anipendudukitidakidiikutiidenganipeningkatanvikualitasimakaijumlahipendudukihanyaiakanimenjadi 

bebaninegaraidanitidakiakanimenghasilkaniatauimenambahiwajibipajak baru. AlokasiiDanaiDesa 

merupakanisalahisatuibentukihubunganikeuanganiantaritingkatipemerintahaniyaituihubunganikeuanga

niantaraipemerintahanikabupatenidenganipemerintahanidesa. Untukidapatimerumuskanihubungan 

keuanganiyangisesuaiimakaidiperlukanipemahamanimengenaiikewenanganiyangidimilikiipemerintahi 

desai(Wawan,i2017).iMenurutiWawani(2017),ipenjabaranikewenanganidesaimerupakaniimplementasi

programidesentralisasiidaniotonomi, dengani adanyai desentralisasii dan otonomii desai makai desai 

memerlukanipembiayaaniuntukimenjalankani kewenangani yang dilimpahkani kepadanya. Pemberiani 

AlokasiiDanaiDesaimerupakaniwujudi darii pemenuhanihakidesaiuntukimenyelenggarakaniotonomii 

desaiagaritumbuhidaniberkembangimengikutiipertumbuhanidariidesaiituisendiriiberdasarkanikeanekar

ragaman,ipartisipasi,iotonomiiasliidemokratisasiidanipemberdayaanimasyarakat. AlokasiiDanaiDesa 

kiranyaidapatimeningkatkanipembangunanidiidesa, denganimeningkatnyaipembangunanidiidesa 

penerimaaniPBBiakanimeningkatikarenaimasyarakatiakanidapatimelihatimanfaatinyataidariipengeluar

aniyangidigunakaniuntukimembayarkanipajakipadaipemerintahipusat.iDalamiSurat Pemberitahuan 

PajakiTerhutangi (SPPT),idasaripenetapaniNilaiiJualiObjekiPajaki (NJOP)isangatibergantungikepada 

luasitanah.iSemakinibesariluasitanahimakaiNJOPisemakinitinggiisehinggaipenerimaaniPBBijuga 

semakinimeningkat.iDenganiadanyaipeningkatanijumlahiluasilahaniyangidigunakan,imakaipenerimaa

niPBBipunijugaiakanimengalamiikenaikan i 

KabupateniJemberimerupakaniKabupatenidiiJawaiTimuriyangitelahimelaksanakanipengalihan 

pengelolaaniPBB-P2ipadaitahuni2013. SetelahimelakukanipengalihaniPBB-P2, KabupateniJember 

melaluiiDinasiPendapatanimelakukanisemuaikegiataniperpajakaniyangiberkaitanidengan PBB-P2. 



BerikutidataidariiDinasiPendapataniKabupateniJemberimenunjukanitargetidanirealisasiipenerimaan 

PBB-P2iTahuni2013 - 2015.i 

Tabeli1.1.iTargetidaniRealisasiiPenerimaaniPBB-P2iKabupateniJemberiTahuni2011-2015 

 
Sumberi: iBadaniPendapataniDaerahiKabupateniJember, 2018 (data diolah). 

 BerdasarkaniTabel 1.1ijumlahirealisasi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Jember periode 2011-

2015 mengalami peningkatan secara berfluktuasi setiap tahunnya kecuali pada tahun 2013 mengalami 

kenaikan yang signifikan. Sedangkan persentase ketercapaian penerimaan setiap tahunnya 

berfluktuasi. Persentase penerimaan tertinggi terjadiipadaitahuni2013isebesari88%isedangkan 

terendah terjadi padaitahuni2015isebesari69%. Hal ini menunjukan bahwa Kabupaten Jember 

memiliki potensi yang baik dalamipenerimaaniPajakiBumiidaniBangunaniPerdesaanidaniPerkotaan.  

 Penelitianisebelumnyaidilakukanioleh Meiriska Febrianti (2017) yang berjuduliFaktor-Faktor 

yangiMempengaruhiiRealisasiiPenerimaaniPajakiBumiidaniBangunaniSektoriPedesaanidaniPerkotaan

idiiKabupateniBangkaiTengah.iTujuanipenelitianiadalahiuntukimengujiipengaruhidariijumlahiwajibi 

pajak ijumlah penduduk,iluas wilayah,iluas bangunanidaniprodukidomestikiregionalibrutoiterhadap 

RealisasiiPenerimaaniPajakiBumiidaniBangunanidiiKabupateniBangkaiTengah.iPenelitianiiniiialahi 

penelitianiyangimenggunakanipendekatanikuantitatifidenganibentukipenelitianikausalitas. Penelitian 

kausalitasiadalahipenelitianiyangimengujiipengaruhiatauisebabiakibatiantarivariabeliindependenidan 

variabelidependenidenganimenggunakanialatianalisairegresiiberganda.iObyekidariipenelitiani ini 

adalahipenerimaanipajakibumiidanibangunaniyangiditerimaiolehiPemerintahiDaerahi Kabupaten 

BangkaiTengah. Populasiidalamipenelitianiiniiadalahiseluruhidesa/kelurahaniyangiadaidiiKabupaten 

BangkaiTengahiyaitui67idesa/kelurahan. Sampeliyangidiambilidalamipenelitianiiniisebanyaki250 

sampeliyangidiperolehidarii50idesa/kelurahanidariitahuni2010isampaiidenganitahunv2014. Data yang 

digunakanidalamipenelitianiiniiadalahidataisekunder. Hasilidariipenelitianiiniiadalahibahwaijumlah 

wajibipajakiberpengaruhiterhadapirealisasiipenerimaaniPajakiBumiidaniBangunan, jumlahipenduduk 

berpengaruhiterhadapirealisasiipenerimaaniPajakiBumiidaniBangunan, luasiwilayahiberpengaruh 

terhadapirealisasiipenerimaaniPajakiBumiidaniBangunan, iluasibangunaniberpengaruhiterhadap 

realisasiipenerimaaniPajakiBumiidaniBangunan,idaniprodukidomestikiregionalibrutoitidakipengaruh 

terhadapirealisasiipenerimaaniPajakiBumiidaniBangunani 

 Berdasarkanipenelitianitersebutimakaipenulisitertarikiuntukimengembangkanipenelitianiyang 

dilakukaniolehiMeiriskaiFebriantii(2017) namunidenganibeberapaiperbedaaniantarailainiyangipertama 

adalahidenganimenambahivariabelibebasilainiyaituiAlokasiiDanaiDesa. Haliiniiberdasarkanihasil 

wawancaraikeciliyangipenelitiilakukanidenganipihakiyangiberwenangiterkaitidenganipenerimaan 

PBB-P2idi KabupateniJemberibahwaipernahiditerapkannyaipersyarataniharusilunasiPBB-P2isetiap 

desaipadaiTahuni2013isebelumimencairkaniAlokasiiDanaiDesa. Denganialasanitersebut, makaitidak 

menutupikemungkinanibahwaiADDijugaiberperanidalamipeningkatanipenerimaaniPBB-P2ipada 

Tahuni201i diiKabupateniJember. Kedua, irentaniwaktuipenelitianiiniitahuni2011 – 2015isehingga 

memperluasipenelitianisebelumnya, daniketigaipenelitaniiniimenggunakanipenelitianidalamibentuk 

surveiidanimetodeiyangidigunakanidalamipenelitianiiniiadalahipenelitianiyangibersifativerifikatif 

yaituipenelitianiyangimenggunakanipenyajianijawabanidariihasilipemikiraniyangikebenarannyai 

bersifatisementarai(hipotesis).i 

 

Tahun Target Penerimaan PBB-P2 Realisasi Penerimaan PBB-P2 Persentase

2011 24.708.782.464Rp                20.694.502.330Rp                      84%

2012 25.934.249.732Rp                21.164.108.396Rp                      82%

2013 28.971.927.993Rp                25.435.843.340Rp                      88%

2014 48.478.512.595Rp                37.153.451.592Rp                      77%

2015 48.725.944.260Rp                33.543.927.393Rp                      69%



1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkanilataribelakangidaniuraianidiiatas,imakaidapatidirumuskanipermasalahanipenelitian 

sebagaiiberikut:  

1. ApakahiAlokasiiDana DesaiberdampakiterhadapirealisasiipenerimaaniPBB-P2idiiKabupaten 

Jemberi ? 

2. ApakahijumlahiwajibipajakiberdampakiterhadapirealisasiipenerimaaniPBB-P2idiiKabupaten 

Jemberi ? 

3. ApakahijumlahipendudukiberdampakiterhadapirealisasiipenerimaaniPBB-P2idiiKabupaten 

Jemberi ? 

4. Apakahiluas lahaniberdampakiterhadapirealisasiipenerimaaniPBB-P2idiiKabupaten Jember ? 

 

1.3 TujuaniPenelitian 

Berdasarkaniidentifikasiirumusanimasalahitersebut, tujuaniyangiinginidicapaiidalamipenelitianiini 

adalahisebagaiiberikut:  

1. UntukimengetahuiidampakiAlokasiiDanaiDesaiterhadapirealisasiipenerimaaniPBB-P2idi 

KabupateniJember 

2. UntukimengetahuiidampakijumlahiWajibiPajakiterhadapirealisasiipenerimaaniPBB-P2idi 

KabupateniJember 

3. UntukimengetahuiidampakijumlahipendudukiterhadapirealisasiipenerimaaniPBB-P2idi 

KabupateniJember 

4. UntukimengetahuiidampakiluasilahaniterhadapirealisasiipenerimaaniPBB-P2idi 

KabupateniJember 

5. ManfaatiPenelitian 

Penelitianiiniidibuatidenganiharapanimampuimemberiikontribusiimanfaatiantarailain:  

1.  ManfaatiTeoritisi  

Memberikani sumbangani terhadapi pengembanganiilmuipengetahuanikhususnyaidalamibidang 

akuntansiiisektoriipublikiidaniiperpajakaniiyangiiberkaitaniidenganiifaktor-faktoriiyang 

mempengaruhiipenerimaaniPajakiBumiidaniBangunaniSektoriPerdesaanidaniPerkotaani (PBB-

P2). 

2.  KegunaaniPraktisi  

a. BagiiPemerintahiDaerahiKabupateniJember  

Diharapkanidapatidigunakanisebagaiibahaniinformasiitambahanikepadaipihakipemerintah 

daerah, yangidalamihaliiniipihakipemerintahidaerahiKabupateniJemberidalamirangkaiusaha 

peningkatanipendapatanidaerah.iiDanidiharapkaniidapatiimenjadiiibahaniimasukanibagi 

PemerintahiKabupateniJemberidaniDinasiPengelolaaniKeuanganiDaerahiKabupateniJember 

(DPKD idalamimenerapkanikebijakanidalamirangkaimeningkatkanirealisasiipenerimaan 

PajakiBumiidaniBangunaniPerkotaanidaniPerdesaanidiiKabupateniJember. 

b.  BagiiMasyarakati  

Diharapkanisebagaiipenambahanipengetahuanitentangifaktor-faktoriyangimempengaruhi 

dalamipenerimaaniPajakiBumiidaniBangunaniPerdesaanidaniPerkotaani (PBB-P2). Selain 

ituidapatidigunakanisebagaiiacuanibagiimasyarakatiterutamaiwajibipajakiuntukimenyadari 

pentingnyaimembayaripajak. 

c.  BagiiMahasiswai  

Diharapkanidapati memperdalamiilmuidalamibidangisektoripublikidaniperpajakan, sebagai 

referensiimelakukanipenelitianisejenis, danisebagaiibahanipembandingiterhadapiberbagai 

hasiliipenelitianiidanireferensiiibagiiimerekaiiyangiiakaniimelakukaniipenelitianiidengan 

permasalahaniyangisama. 



d.  BagiiPenulisi  

Diharapkanidapatiberfungsiisebagaiiwadahiuntukimenerapkaniilmuiyangiterutamaidibidang 

sektoripublikidaniperpajakan. 

 

2. TINJAUANiPUSTAKA 

2.1 PenelitianiTerkait 

Danihasilihasilipenelitianiterdahuluiyangimerupakanidasariatauiilandasaniyangiimemperkuatiibagi 

pengembanganiikerangkaiiteoritisiiuntukimenjawabiipermasalahaniiyangiiada. iBeberapaipenelitian 

terdahuluiyangimenjadiirujukanipenelitiiuntukimemperkuatipengembanganikerangkaiteoritisidengan 

topikiyangihampiriserupaiberkaitanidenganidampakiAlokasiiDanaiDesa, JumlahiWajibiPajak, Jumlah 

PendudukidaniLuasiLahaniTerhadapiRealisasiiPenerimaaniPBB-P2iterlihatipada : 

 

Tabel 2.1. PenelitianiTerdahulu 

NamaiPeneliti JuduliPenelitian Variabeli HasiliPenelitian 

 

Meiriska 

Febrianti, 2017 

 

Faktor Faktor yang 

Memepengaruhi 

Realisasi 

Penerimaan pajak 

Bumi dan 

Bangunan Sektor 

Perdesaan dan 

Perkotaaan di 

Kabupaten Bangka 

Tengah 

 

Jumlah wajib pajak 

(X1), Jumlah 

Penduduk (X2), 

luas wilayah, (X3) 

dan luas bangunan 

(X4), Produk 

domestik regional 

(X5), realisasi 

penerimaan PBB 

(Y) 

 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa jumlah wajib pajak, 

jumlah penduduk, luas wilayah, 

dan luas bangunan  berpengaruh 

positif terhadap penerimaan 

PBB. Sedangkan variabel 

produk domestik regional 

berpengaruh negatif terhadap 

penerimaan PBB. 

 

2.2 Landasan Teori 

MenurutiR. SantosoiBrotodiharjoiSH, dalamibukunyaiPengantariIlmuiHukumiPajak, adaibeberapa 

teoriiyangimendasariiadanyaipemungutanipajak,iyaitu: 

1. Teoriiasuransi  

 menuruti teorii asuransii negarai mempunyaii tugasi untuki melindungii warganyai darii segalai 

kepentingannyai baiki keselamatani jiwanyai maupuni keselamatani hartai bendanya. Untuk 

perlindungani tersebuti diperlukani biaya sepertii layaknyaidalamiperjanjianiasuransiidiperlukan 

adanyaipembayaranipremi. Pembayaranipajakiiniidianggapisebagaiipembayaranipremiikepada 

negara.  

2. Teoriikepentingan 

 menurutikepentinganidasaripemungutanipajakiadalahiadanyaikepentinganidariimasing-masing 

wargainegara. Termasukikepentinganidalamiperlindunganijiwaidaniharta. Semakiniitinggi 

tingkati kepentingani perlindungan, makai semakini tinggii pulaipajakiyangiharusidibayarkan. 

Teoriiiiiniiiibanyakiiiditentang,iiikarenaiipadaiikenyataannyaiibahwaiitingkatiiikepentingan 

perlindunganiorangimiskinilebihitinggiidaripadaiorangikaya. iiiAdaiperlindunganii jaminan 

sosial,ikesehatan,idaniilain-lain. Bahkaniorangimiskinijustruidibebaskanidariibebanipajak. 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Negara
https://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi
https://id.wikipedia.org/wiki/Premi
https://id.wikipedia.org/wiki/Miskin
https://id.wikipedia.org/wiki/Kaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Kesehatan


TargetiPendapatanidaerah  

MenurutiSoelarnoi(1998)targetiPendapatanidaerahi adalahi perkiraaani hasili perhitunganipendapatani 

daerahisecarai minimalidicapaiidalamisatuitahunianggaran. Agariperkiraanipendapatanidaerahidapat 

dipertanggungjawabkanididalamipenyusunannyaimemerlukaniperhitunganiterhadapifaktor–faktor 

sebagaiiberikut :  

1.  Realisasiipenerimaanipendapatanidaerahidariitahunianggaraniyangilaluidengan memperlihatkan 

faktoripendukungiyangimenyebabkani iercapainyaiirealisasiiitersebutiidanifaktor-faktori yangi 

menghambatnya.  

2.  Kemungkinanipencairanijumlahitunggakanitahun–tahunisebelumnyaiyangidiperkirakanidapat 

ditagihiminimali35%idariitunggakanisampaiidenganitahuniberlalu. 

3.  Dataipotensiiobyekipajakidaniestimasiiperkembanganidaniperkiraanipnerimaanidariipenetapan 

tahuniberjalaniminimali80i%idariipenetapan.  

4.  Kemungkinaniadanyaiperubahaniatauipenyesuaianikeseragamanidariidanipenyempurnaan 

sistemipemungutan.  

5.  Keadaanisosialiekonomiidanitingkatikesadaranimasyarakatiselakuiwajibipajak.  

6.  Perkembanganitersedianyaisaranaidaniprasaranaisertaibiayaipungutan.  

PendapataniAsliiDaerah  

PendapataniAsliiDaerahimerupakanisuatuipendapataniyangimenunjukanikemampuanisuatuidaerah 

dalamimenghimpunisumber-sumberidanaiuntukimembiayaiipengeluaranirutin. Jadiidapatidikatakan 

bahwaiPendapataniAsliiDaerahi sebagaiipendapatanirutinidariiusaha-usahaiPemerintahiDaerahidalam 

memanfaatkanipotensiipotensiisumberikeuanganidaerahnyaisehinggaidapatimendukungipembiayaan 

penyelenggaraaniPemerintahidanipembangunanidaerah.  

SumberiPendapataniAsliiDaerahiPemerintahiDaerahisupayaidapatimengurusirumahitangganya 

sendiriidenganisebaik-baiknya, maka perluidiberikanisumber-sumberipembiayaaniyang cukup. Tetapi 

mengingat bahwa tidak semua sumberi pembiayaan dapat diberikan kepada daerah maka daerah 

diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuanganyai sendiri berdasarkaniperaturan 

perundangi-undangani yangi berlaku.  

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 157 tentangi Pemerintah Daerah, menyebutkan 

sumber-sumberi Pendapatan Asli Daerah adalah meliputi:  

1.  Pajaki daerah  

2.  Retribusi Daerahi  

3.  Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerahi  

4.  Penerimaan dari Dinas-Dinas Daerahi  

5. Penerimaan Lain-Laini 

Pemerintahii menerbitkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang disempurnakan oleh 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjadii landasan hukum bagi 

pengembangan otonomi daerahi di Indonesia. Dengan adanya undang undang tersebut, maka 

pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebihi untuki mengelola sumber dana 

yang diperoleh guna mengembangkan otonomi daerah yang dipimpin. Termasuk dalam pengelolaan 

Pajak Bumi dan Bangunani Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Bentuk kebijakan tersebut tertuang 

dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusii Daerah (UU PDRD).  

PajakiBumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 

Pajak Bumii dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang 

dimiliki,idikuasai, dan/atauidimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang 

digunakan untuk kegiataniusaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (UU No. 28 Tahun 2009 

Pasal 1 angka 37). Dasar hukum pemungutan tercantumi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah. Objek pajak dalam PBB-P2 adalah bumii dan/atau 



bangunani yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali 

kawasan yang digunakan untuki kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (UU No. 

28 Tahun 2009 Pasal 77 angka 1). Untuki subjek dan wajib pajak yang dikenakan pada Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadiiatau Badan yang secara nyata mempunyai 

suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau 

memperoleh manfaat atasi Bangunan (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 78 angka 1). Dasar pengenaan 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP dan Tarif Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaanidan Perkotaan ditetapkan paling tinggii sebesar 0,3% (nolikoma tiga persen). 

Sedangkan besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung 

dengan cara mengalikan tarif sebagaimanaiidimaksud dalam Pasal 80 ayati (2) dengan dasar 

pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) setelah dikurangi Nilai Juali Objek 

Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimanai dimaksud dalam Pasal 77iayati (5) UU No. 28 Tahun 2009. 

Ataui dapat dinyatakan dengan rumus sebagaii berikut: 

      

    PBB-P2iterutangi = TarifiPajakiX (NJOP-NJOPTKP) 

 

Alokasii Dana Desa 

AlokasiiiDana Desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan 

yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa. Untuki dapat 

merumuskan hubungan keuangan yang sesuai makaidiperlukan pemahaman mengenai kewenangan 

yang dimiliki pemerintah desa (Wawan, 2017). AlokasiiDanaiDesa yang biasa disebut ADD 

merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan 

berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri, iberdasarkan keanekaragaman, partisipasi, 

otonomi asli danipemberdayaan masyarakat. Bantuanilangsung ADD adalah dana bantuan langsung 

yang dialokasikan kepada pemerintah desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan 

masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan sertaidiprioritaskan oleh masyarakat, 

yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh kepala 

desai(Aljannah, 2017) 

 Adapuni Tujuan pemberian bantuan langsung Alokasi Dana Desa (ADD) adalah:  

1. Meningkatkan iterselenggaranya pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan 

pemerintahan terhadap masyarakat, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan 

wewenang yang berlaku.  

2. Meningkatkan ikemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan 

dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.  

3. Meningkatkan ipemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi 

masyarakat desa serta dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.  

4. Mendorong i partisipasi serta gotong royong masyarakat. 

 AlokasiiDana Desa kiranya dapat meningkatkan pembangunan di desa, dengan meningkatnyai 

pembangunan di desa penerimaan PBB akan meningkat karena masyarakat akan dapat melihat 

manfaat nyata dari pengeluaran yang digunakani untuk membayarkan pajak pada pemerintah pusat. 

DalamiSurat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), dasar penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 

sangat bergantung kepada luas tanah. Semakin besari luas tanah maka NJOP semakin tinggi sehingga 

penerimaan PBB juga semakin meningkat. Dengan adanya peningkatanijumlah luas lahan yang 

digunakan, maka penerimaan PBBipun juga akan mengalami kenaikan (Wawan: 2017).  

JumlahiWajib Pajak 

SubyekiPajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau yang 

secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memeperoleh manfaat atas bumi, dani atau 



mamiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Subjekipajak yang dikenakan 

kewajiban untuk membayar pajak disebut juga wajib pajak, dan apabila suatu objek pajak belum jelas 

wajib pajaknya, maka kepala dinas pelayananan pajak atas nama gubernur dapat menetapkan subjek 

pajak sebagai wajib pajak. Wajibipajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar 

pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 

dengan ketentuani dan juga peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang berlaku di daerah 

tersebut.  

JumlahiPenduduk 

Pertumbuhani penduduk merupakan unsur penting yang dapa imemacu pertumbuhan ekonomi suatu 

daerah. Pendudukiyang besar akan menggerakkan berbagai kegiatan ekonomi dan merangsang tingkat 

output atau produksi agregat yang lebih tinggi serta pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi 

dan pendapataninasional, yang berpengaruhipula terhadap peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunani (Cahyono, 2009). Peningkatan pendapataninasional tersebut akan menciptakan wajib pajak 

baru. JadiiCahyono (2009) menyimpulkan bahwa pertumbuhanipenduduk bila ditangani dengan serius 

akan menambah jumlah wajib pajak yang membayar pajak. Tapiijika pertambahan penduduk tidak 

diikuti dengan peningkatan kualitas maka jumlah penduduk hanya akan menjadi beban negara dan 

tidak akan menghasilkaniatau menambahiwajib pajak yang baru. Untukimewujudkan otonomi daerah 

menjadi lebih baik, maka dibutuhkan sinergisitas antara pemerintah daerah dan masyarakat guna 

mewujudkan otonomiidaerah yang diharapkan. Masyarakatidalam konteks ini adalah pendudukiyang 

bertempat tinggal di daerah tersebut. Konteks yang belangsung dalam hal ini adalah penerimaan 

pendapatan dan keuangan daerahiyang berasal dari Pajak PBB-P2. Pemerintah daerah sebagai pihak 

otorisasi yang berwenangiadalah sebagai ujung tombak dalam pemungutan pajak PBB-P2 agar 

penerimaan PBB-P2 sesuaiitarget yang ditetapkan. Dalami memenuhi target yang ditetapkan oleh 

pemerintah dalam penerimaan PBB-P2 maka jumlah penduduk juga berpengaruh terhadap hal 

tersebut. Karenaisemakin banyak penduduk dalam suatu daerah, makaisemakin banyak pula wajib 

pajak yang harus memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak sehingga penerimaan pajak 

khususnya PBB-P2 semakin meningkat. Berikutijumlah penduduk per desa di Kabupaten Jember hasil 

sensus penduduk Tahun 2010. 

Luas Lahani 

Sebagaimanaitercantum dalam Pasal 1 UUiPajak Bumi dan Bangunan, yang dimaksud denganibumi 

adalah permukaan bumi, (perairan) dan tubuh bumi yang berada dibawahnya. Permukaani bumi itu 

sebetulnya tidak lain daripada tanah. Jadi yang menjadi objeki PBB itu adalah tanah (perairan) dan 

tubuh bumi. Untuk memudahkan penghitungani PBB yang terutang, tanah perlu diklasifikasikan 

(Rahman, 2010). Yangi dimaksud dengan klasifikasi tanah adalah pengelompokkan tanah menurut 

nilai jualnya, dan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:  

1. Letak tanah, i  

2. Peruntukanitanah 

3. Pemanfaatani 

4. Luas lahani/ bumi 

5. Kesuburaniatau hasil tanah 

6. Adanyaiirigasi atau tidak dan lain sebagainya. 

Dalamipenelitian ini, tingkat penerimaan PBB-P2 jugai dipengaruhi oleh luas lahan karena 

semakin banyak luas lahan di suatu  wilayah yang dapat digunakan  untuk mendirikan bangunan, maka 

semakin tinggii dan banyak pula tingkat penerimaan PBB-P2 dan hal ini juga berhubungan terhadap 

realisasii penerimaan  PBB-P2. 

  

 



 (H1) 

 (H2) 

 (H3) 

 (H4) 

2.3  KerangkaiKonseptuali
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4  Kerangkai Teori dan Hipotesis  

Hipotesisi merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimanai rumusan 

masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan , karenai jawaban yang 

diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang 

diperoleh melalui pengumpulan data. Jadii hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis 

terhadap rumusan masalah penelitian (Sugiyono, 2011) i 

1. DampakiAlokasi Dana Desa terhadap Realisasi Penerimaan PBB-P2 

Variabel Alokasi Dana Desaidigunakan sebagai variabel independent sebagai salah satu faktor 

yang mempengaruhi tingkat penerimaan PBB-P2 oleh Hadi Sasana (2005). Dimanaijumlah 

AlokasiiDana Desa yang masuk ke kasipemerintah desa adalah sebagai pendukung daerah untuk 

meningkatkan otonomi di daerah tersebut. Jika otonomii daerah naik, maka pembangunan dan 

gedung akan banyak didirikanisehingga dapat meningkatan penerimaan pajak PBB-P2 sebagai 

salah satui pajak yang objek pajaknya adalah bangunan. Pemberian Alokasii Dana Desa 

merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar 

tumbuhi dan berkembang mengikutii pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan 

keanekaragaman, ipartisipasi, otonomi asli demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. 

Alokasi Dana Desa sekiranyai dapat meningkatkan pembangunan di desa, dengan meningkatnya 

pembangunani di desa penerimaan PBB-P2 akanimeningkat karenaimasyarakat akan dapat 

melihat manfaat nyata dari pengeluaran yang digunakan untuk membayarkan pajak pada 

pemerintah pusat. Dalami Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), dasari penetapan Nilai 

Jual Objeki Pajak (NJOP) sangat bergantungikepada luas tanah. Semakin besar luas tanahi maka 

NJOP semakin tinggi sehinggaipenerimaan PBB-P2 juga semakin meningkat. Dengan adanya 

peningkatan jumlah luas lahani yang digunakan, maka penerimaan PBB pun juga akan 

mengalamii kenaikan. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannyai bersumber dari 

ADDidalam APBDesa sepenuhnya dilakukan oleh timipelaksana desa dengan mengacu pada 

peraturan bupati/walikota. Penggunaani anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% untuk 

belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesari 70%i untuk pemberdayaan 

masyarakat sehingga hal inii dapat memberikan bukti nyata manfaat dari masyarakat 

PenerimaaniPBB-P2 

(Y) 

LuasiLahan (X4) 

JumlahiPenduduk 

(X3) 

AlokasiiDana Desa 

(X1) 

JumlahiWajib Pajak 

(X2) 



membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkani uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis dalam penelitian ini adalah Alokasi Dana Desa berdampak terhadap kinerja. 

Ha1: Alokasi Dana Desai berdampak terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). 

2. Dampaki Jumlah Wajib Pajak terhadap Realisasi Penerimaan PBB-P2 

Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 4 Tahuni 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2), Wajib Pajak PBB-P2 

adalah Subjek Pajaki yang dikenakan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Hasili penelitian Meiriska Febrianti (2017) menunjukkan 

bahwa jumlah wajib pajak Bumi dan Bangunan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

penerimaan PBB. Begitui pula menurut Sasana (2005) hasil penelitian menunjukkan adanya 

pengaruh atau hubungan positif antara jumlah wajib pajak dengan penerimaan PBB. Berbeda 

dengan penelitiani yang dilakukan Trigiant, dkk. (2014) menyatakan bahwa variabel jumlah 

wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB) di Kota Padang. Berdasarkan landasani teori tersebut, hipotesis alternatifi terkait jumlah 

wajib pajak ialah sebagai berikut:  

Ha2: Jumlah wajibi pajak berdampak terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). 

3. Dampak iJumlah Penduduk terhadap terhadap Realisasi Penerimaan PBB-P2. 

Lembaga BPS dalam StatistikiIndonesia (2017) menjabarkan “penduduki adalah semua orang 

yang berdomisili di wilayah geografisiRepublik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau 

mereka yang berdomisiliikurang dari 6 bulani tetapi bertujuan untuk menetap”. Pertumbuhani 

penduduk merupakaniunsur penting yang dapatimemacu pertumbuhaniekonomi suatu daerah. 

Penduduk yang besariakan menggerakkan berbagai kegiatan ekonomiidan merangsang tingkat 

output atau produksi agregat yang lebihitinggi serta padaiakhirnya mendorong pertumbuhan 

ekonomi dani pendapatan nasional, yangi berpengaruh pula terhadap peningkatanipenerimaan 

Pajak Bumi dan Bangunan (Cahyono, 2009). Peningkatani pendapatan nasional tersebut akan 

menciptakan wajibipajak baru, jadi dapat disimpulkanibahwa pertumbuhan penduduk bila 

ditanganii dengan serius akanimenambah jumlah wajib pajak yang membayar pajak. Tapi jika 

pertambahan penduduk tidak diikuti dengan peningkatan kualitasi maka jumlah penduduk hanya 

akan menjadi beban negara dan tidak akan menghasilkan atau menambah wajib pajak yang 

baru. Dan permasalahan inii yang menjadi tugas pemerintah setempat dalam membuat kebijakan 

sebagai pihak yang berwenang. Pada penelitiani sebelumnya yang dilakukan oleh Ade Wawan 

(2017) ijumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan PBB-P2 di 

Kabupaten Sigi. Hali ini searah dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh iMeiriska Febrianti 

(2017) menunjukkan bahwa jumlah penduduk secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

penerimaan PBB. 

Ha3: Jumlahi Penduduk berdampak terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan (PBB-P2). 

4. Dampaki luas lahan terhadap Realisasi Penerimaan PBB-P2 

Sebagaimanaitercantum dalam pasal 1 UU Pajak Bumii dan Bangunan, yang dimaksud dengan 

bumi adalah permukaan bumi, (perairan) dan tubuh bumi yang berada di bawahnya. Permukaan 

bumii itu sebetulnya tidak lain dari pada tanah. Jadi yang menjadiiobjek PBB itu adalah tanah 

(perairan) dan tubuhibumi. Pada penelitian sebelumnyai yang dilakukan oleh Ade Wawan 

(2017) luas lahan berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten 

Sigi. Hal ini sejalanidengan hasil penelitian Sasana (2005) menunjukkan adanya pengaruh atau 

hubungan positif antara jumlah luas lahan dengan penerimaan PBB. Semakini besar luas lahan 



yang dimiliki, semakin tinggi pulaipendapatan yang diperoleh, dan pada akhirnya akan 

menambah kemampuan mereka untuk membayar PBB. Dengani demikian, setiap penambahan 

luas lahan yang dimanfaatkan oleh masyarakat, selaini akan menambah jumlah wajib pajak 

baru, tentunyai juga akan menaikkan pendapatan per kapita masyarakat sehingga akan 

meningkatkan penerimaan PBB. Berdasarkani landasan teori tersebut, hipotesis alternatif terkait 

luas lahan ialah sebagai berikut:  

Ha4:  Luas lahani berdampak  terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (PBB-P2). 

 

3. METODE PENELITIANi 

Objeki penelitian yang digunakan adalah penerimaan setiap desa di Kabupaten Jember yang berasal 

dari Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) pada tahun 2011 sampai tahun 

2015.  Identifikasii variabel memberikan prosedur dalam mengklasifikasikan variabel-variabel yang 

diteliti sesuai dengan jenis dan peranannya dalam penelitian. Penelitiani ini menggunakan jenis 

penelitian bersifat kuantitatif dan metode penelitian kausalitas. yaitu data yang dipakai adalah data 

penerimaan PBB-P2i yang diperoleh dari Badan Pendapatani Daerah Kabupaten Jember dan survei 

langsung terhadap objek yang akan diteliti. Penelitiani kausalitas adalah penelitian yang menguji 

pengaruh atau sebab akibati antar variabel independen dan variabel dependen dengan menggunakan 

alat analisa regresi berganda. Maka variabel-variabeli yang teridentifikasi dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Variabel Independent (X) 

a. Alokasi Dana Desa (X1) i 

b.  Jumlah Wajib Pajak (X2) i 

c. Jumlah Penduduk (X3) i 

d. Luas Lahan (X4) i 

2. Variabeli Dependent (Y) 

 Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Kabupaten Jember Tahun 

2011-2015i 

Data yang dibutuhkan dalam penulisan penelitian ini adalahi data sekunder. Data sekunder 

merupakan datai yang diambil dari pihak lain atau merupakan data yang sudah diolah oleh pihak 

ketiga, secara berkala (time series) i untuk melihat perkembangan objek penelitian selama periode 

tertentu. Data sekunderi merupakan sumber data penelitian secara tidak langsung, melaluii perantara 

(diperolehi dan dicatat oleh pihak lain) (iMas’ud, 2004:179). Ketersediaani data merupakan suatu hal 

yang mutlak dipenuhi dalam suatu penelitian ilmiah. Jenisi data yang tersedia harus disesuaikan 

dengan kebutuhan dalam suatu penelitian. Penelitian ini bersifat studi kasusi dengan menentukan 

lokasi penelitian di Kabupaten Jember. Datai yang digunakan adalah data sekunder selama 5 tahun 

terakhir. Adapuni data yang digunakan adalah:  

1.   Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember Tahun 

2011-2015i 

2. Jumlah Alokasi Dana Desa Tahun 2011-2015 se Kabupaten Jemberi 

3. Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Jember Tahun 

2011-2015i 

4.  Jumlah Penduduk Kabupaten Jember Tahun 2011-2015i  

5.  Luas Lahan Kabupaten Jember Tahun 2011-2015i 

Sedangkan data-data sekunderi yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa 

sumber, yaitui dari publikasi instansi-instansi pemerintah seperti:  

1.  Badan Pusat Statistik (BPS) Povinsi Jawa Timuri 



2.  Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jemberi 

3.  KantoriKepala Desai  

Penentuani populasiidanimetodeimenentuanisampelidalamipenelitianiiniiyaituidenganimelihat 

juduliipenelitianiiiniiiadalahiitentangiiDampakiiAlokasiiiDanaiDesa,iJumlahiiWajibiPajak, iJumlah 

Penduduk dan Luasi Lahan terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Jember, makai populasi dari penelitian ini adalah seluruh desa di 

Kabupaten Jember. Menuruti Jogiyanto (2005) populasi merupakan seluruh item yang ada disebut 

dengan universe. Berdasarkan definisi tersebuti dapat disimpulkan bahwa populasi adalah sekumpulan 

kelompok secara keseluruhan pada suatui tempat dan waktu tertentu. Dan sampel penelitian adalah 

sebagian dari populasi yangi diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi 

(Sugiyono, 2010). Pemilihani sampel pada penelitian inii dilakukan dengan cara purposive sampling. 

Purposive sampling adalah sebuah metode yangi dilakukan secara sengaja oleh peneliti dan 

berdasarkan kriteria tertentu. Berdasarkan tekniki pengambilan sampel tersebut, maka dari seluruh 

populasi yang merupakan data sekunderi adalah berjumlah 226 desa dan didapatkan sampel sebanyak 

44 desa.  

Metode pengumpulani data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi 

dan studi pustaka. Metode dokumentasi adalah suatui metode yang diperoleh dengan cara melihat dan 

mengumpulkan dokumen-dokumen iserta laporan laporan yang berkaitan dengan penelitian yang 

sedang diteliti sedangkan studi pustaka adalah ipengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data dari buku serta jurnal-jurnal yang telah terpublikasi. Pengumpulani data sekunder 

dalam penelitian ini data secara tidak langsung tentangi obyek penelitian yang dilakukan umumnya 

dengan cara berupa bukti, catatani atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip Badan 

Pendapatani Daerah Kabupaten Jember (BAPENDA), Badan Pusati Statistik (BPS), dani Kantor 

Kepala Desa di Kabupaten Jember yang memenuhii kriteria penelitian. Perolehan data sekunder juga 

didapat dari studii pustaka dari berbagai buku, jurnal, majalah, literatur atau tulisan lain yang dianggap 

memiliki ihubungan dengan hal yang diteliti. Teknik Analisisi Data menggunakan uji validitas, uji 

reliabilitasi dan uji normalitas. Sedangkani untuk uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji 

multikolinearitas, uji iheteroskedastisitas dan uji autokorelasi. 

 Tekniki analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis statistik dan 

analisis deskriptif. Analisis statistik imerupakan analisis yang mengacu pada perhitungan data 

penelitian berupa iangka-angka yang dianalisis dengan bantuan komputer melalui program Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS) versi 21. Sedangkani analisis deskriptif yaitu analisis yang 

menjelaskan gejala-gejalai yang terjadi pada variabel-variabel penelitian yang berpedoman pada hasil 

analisis statistik 

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANi 

4.1 Objek Penelitiani 

Tabel 4.1 Rincian Pengambilan Sampel Penelitian 

KRITERIAi JUMLAH DESAi 

Merupakanidesa danibukan kelurahan yang ada di Kabupaten 

Jemberi 
226 

Merupakan desaiyang kecamatannyaitelah memenuhi target 

penerimaan PBB-P2 pada tahun 2011-2015.i 
44 

Merupakan desaiyang sudah sudah menerapkan pemungutan Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten 

Jember.i 

44 

Merupakan desa yangimenggunakan ADD (Alokasi Dana Desa) 

dari Kabupaten Jember sekurang kurangnya sejak tahun 2010.i 
226 

Kecamatan yang digunakan dalam penelitian ini. i 37 

 



 Kabupateni Jember memiliki 226 desa 22 kelurahan dan 31 kecamatan. Total desa di Kabupaten 

Jember yang diteliti oleh peneliti sejumlahi 37 desa adalah 37 desa dengan periode penelitian 5 tahun 

sehingga data yang dapati digunakan dalam penelitian ini adalah 148 observasi. Alasan pemilihan 

desa-desa yang adai di Kabupaten Jember dalam penelitian ini yaitu berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 28 iTahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), Pasal 2 ayat (2) 

huruf j bahwa Pajak Daerah dan iRetribusi Daerah (PDRD) Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah 

satu jenis Pajak Daerah iyang dikelola oleh Kabupaten/Kota, yang sebelumnya dikelola oleh 

Pemerintah Pusat. i 

 

4.2 Analisis dan Pembahasani 

Teknik Analisis Datai 

Uji validitasi digunakan untuk menguji kevalidan dari suatu data, seperti yang ada dalam penelitian ini 

yaitu datai Alokasi Dana Desa (ADD), data jumlah wajib pajak, data jumlah penduduk, luas lahan dan 

data irealisasi peneriman PBB-P2. Itemi kuesioner dikatakan valid jika nilai r hitung > dari nilai r 

tabelnya r tabel dapati dilihat pada tabel r statistik, dimanai nilai df = n-2. Dan isuatu instrumen 

dinyatakan valid apabila nilaii r pearson correlations berada diatas 0,30. Hasil uji validitas bisa dilihat 

pada tabel 4.6 berikuti : 

Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas dengan Melihat Nilai Pearson Correationi 

Correlations 

 ADD 

(X1) i 

Jumlah 

Wajib 

Pajak 

(X2) i 

Jumlah 

Pendudu

k (X3) i 

Luas 

Lahan 

(X4) i 

Penerim

aan 

PBB-P2 

(Y) 

ADD (X1) i 

Pearson 

Correlation 

1 ,353
**

 ,333
**

 ,321
**

 ,201
**

 

Sig. (2-

tailed) 

 ,000 ,000 ,000 ,006 

N 185 185 185 185 185 

Jumlah Wajib 

Pajak (X2) i 

Pearson 

Correlation 

,353
**

 1 ,818
**

 ,835
**

 ,633
**

 

Sig. (2-

tailed) 

,000  ,000 ,000 ,000 

N 185 185 185 185 185 

Jumlah 

Penduduk (X3) 

i 

Pearson 

Correlation 

,333
**

 ,818
**

 1 ,736
**

 ,550
**

 

Sig. (2-

tailed) 

,000 ,000  ,000 ,000 

N 185 185 185 185 185 



Luas Lahan 

(X4) i 

Pearson 

Correlation 

,321
**

 ,835
**

 ,736
**

 1 ,586
**

 

Sig. (2-

tailed) 

,000 ,000 ,000  ,000 

N 185 185 185 185 185 

Penerimaan 

PBB-P2 (Y) i 

Pearson 

Correlation 

,201
**

 ,633
**

 ,550
**

 ,586
**

 1 

Sig. (2-

tailed) 

,006 ,000 ,000 ,000  

N 185 185 185 185 185 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS v 21 (Data diolah 2019) 

Darii data tabel 4.6 diatas dapat dilihat bahwa diperoleh hasil semua data valid karena data 

dikatakan valid jika nilai r hitung > darii nilai r tabelnya serta pearson correlation diatas 0,30. R tabel 

dapat dilihat pada tabeli r statistik, dimana nilai df = n-2, jadii berdasarkan nilai df = 185 - 2 =  183 

adalah 0,1879 untuk tingkat sigifikansii 2 arah atau two- tailed sebesar 0,01. Jika nilai itemnya lebih 

kecil dari 0,1879 maka itemi tersebut tidak valid dan sebaiknya dibuang untuk hasil penelitian yang 

lebih baik. Sebagai analisis, uji validitas dilakukani terhadap 185 data.  

1. Uji Reliabilitasi  

Uji Reliabilitasi digunakaniuntukimenguji kebenaran dari suatau data, ujii reliabilitas ini dihitung 

melalui variabel dependen dan independen. Untuk variabeli independen berupa Alokasi Dana Desa 

(ADD), data jumlahi wajib pajak, data jumlahi penduduk dan luas lahan. Sedangkan variabel 

dependen merupakan realisasii penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Jember pada tahun 2011-2015. 

suatu instrumen dinyatakan reliabel apabila apabila nilaii cronbach’alpha berada diatas 0,60.  

 

Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas dengan melihat Cronbach’s Alpha 

Variabeli Cronbach’s Alpha 

ADD (X1) i 0,107 

Jumlah Wajib Pajak (X2) i 0,111 

Jumlah Penduduk (X3) i 0,118 

Luas Lahan (X4) i 0,100 

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS v 21 (Data diolah 2019)  

 

Darii data diatas diperoleh pengujian tiap variabel independen terhadap variabel dependen. Tingkat 

reliabilitas dapat dilihat darii data yang memeperoleh nilai > 0,60. Dan kesimpulan untuk data 

reliabilitas diatas dapati dikatakan bahwa data yang diperoleh adalah reliabel. 

 

 

 

 



2. Uji Normalitasi 

Uji normalitasi bertujuan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi 

secara normal atau tidak. Modeli regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang 

terdistribusi secara normal. Untuki menguji normalitas pada penelitian ini menggunakan metode 

analisis kolmogorov smirnov. Hasil perhitungani normalitas variabel variabel yang digunakan 

ditunjukkan pada tabel-tabel dii bawah ini : 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Normalitasi  

dengan Menggunakan Uji Kolmogorov Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 185 

Normal Parameters
a,b

 
Mean ,0000000 

Std. Deviation 2260,19637863 

Most Extreme Differences 

Absolute ,068 

Positive ,068 

Negative -,047 

Kolmogorov-Smirnov Z ,922 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,363 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS v 21 (Data diolah 2019) Lampiran 8 

Berdasarkani tabel 4.4 diatasi menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,363 (lebih besar dari 

taraf kesalahan 5%). Hasil tersebut menunjukkani bahwa semua data untuk variabel X dan Y 

terdistribusii secara normal. 

 

4.3 Metode Analisis Datai 

1. Analisis Regresi Linier Bergandai 

Analisis regresii adalah analisis yang dilakukan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Perhitungan analisis regresi menggunakan SPSS v 21. iPersamaan Regresi 

dinyatakan sebagai berikut : 

 

iLOGY= β0 + β1LOGX1 + β2L0GX2 + β3LOGX3 + β4LOGX4 + e 

 

iAnalisis ini digunakan untuk menghitung seberapa besar pengaruh variabel bebas yaitu : iADD 

(X1), Jumlahi Wajib Pajak (X2), Jumlahi Penduduk (X3), Luas Lahani (X4), PenerimaaniPBB-P2 (Y).  

Hasil Persamaani regresi linier berganda adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 4.5  

Hasil Uji Analis Regresi Linear Berganda 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 



1 

(Constant) 234,753 1713,615  ,137 ,891 

ADD (X1) -4,047 7,072 -,035 -,572 ,568 

Jumlah Wajib 

Pajak (X2) 

97,099 27,838 ,435 3,488 ,001 

Jumlah Penduduk 

(X3) 

8,844 12,322 ,072 ,718 ,474 

Luas Lahan (X4) 2918,544 1698,063 ,181 1,719 ,087 

a. Dependent Variable: Penerimaan PBB-P2 (Y) 

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS v 21 (Data diolah 2019)  

 

Berdasarkani tabel 4.6 dapat diketahui persamaan regresi yang terbentuk adalah Y = 234,753 – 

4,047X1 + 97.099X2 + 8,844X3 + 2918,544X4 

Keterangan:  

 Y    = Penerimaan PBB-P2 (dalam rupiah) i 

X1    = Alokasi Dana Desa (dalam rupiah) i 

X2   = Jumlah Wajib Pajak (dalam jiwa) i 

X3    = Jumlah Penduduk (dalam jiwa) i 

X4    = Luas Lahan (dalam km
2
) i 

 

2. Uji Multikolinearitasi 

Uji Multikolinearitasi digunakan untuk menunjukkan apakah terdapat korelasi diantara variabel 

independen. Pada penelitian ini yangi menggunakan teknik analisa regresi berganda, antar variabel 

independen tidaki boleh saling berkorelasi atau terjadi multikolinearitas. Deteksi tidak terjadinya 

multikolinearitas dapat dilihat pada tabel icollinearitas statistics, dengani ketentuan apabila nilai 

tolerance value masing masing variabel independeni berada di atas 0,1 dan variance inflantion value 

atau nilai VIF masing masingi variabel independen berada di bawah 10 maka tidak terjadi 

multikolinearitas. Hasili uji multikolinearitas dapat dilihat hasilnya pada tabel 4.6 isebagai berikut : 

Tabel 4.6  

Hasil Uji Multikolinearitasi 

Variabel 

Collinearity Statistics 

Keterangan Collinearity 

Statistics 
VIF 

ADD (X1) i 1,000 1,000 
Tidak 

Multikolinearitas 

Jumlah Wajib Pajak (X2) 

i 
1,000 1,000 

Tidak 

Multikolinearitas 

Jumlah Penduduk (X3) i 1,000 1,000 
Tidak 

Multikolinearitas 

Luas Lahan (X4) i 1,000 1,000 
Tidak 

Multikolinearitas 

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS v 21 (Data diolah 2019) i 

 

Berdasarkani hasil pengujian multikolinearitas menunjukkan bahwa antar variabel-variabel 

independen Alokasi Dana Desa (ADD), jumlahi wajib pajak, jumlahi penduduk dan luasi lahan 

semuanya tidak terjadi multikolinearitas. Karena nilaii tolerance masing masing variabel berada di 

bawah 10. 

 

 



3. Uji Heteroskedastisitasii 

Ujii heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residuali pada satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variancei dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, makai disebut homoskedastisitas dan jika berbeda 

disebut heteroskedastisitas. Modeli regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Untuki menguji gejala heteroskedastisitas maka dilakukan analisis dengan melihat 

grafik scatterplot, iapabila grafik membentuk pola khusus maka model terdapat heteroskedastisitas. 

Tetapii jika tidak terdapat pola yang jelas serta titik-titik menyebari di atas dan di bawah angka 0 pada 

sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut : 

Gambar 4.1 

Grafik Scatter Ploti 

 
Sumber : Hasil Pengolahan SPSS v 21 (Data diolah 2019) Lampiran 11 

 

 Grafik scatter plots memperlihatkan bahwai titik-titik pada grafik tidak bisa membentuk pola 

tertentu yang jelas. Dimanai titik-tik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga 

grafik tersebut tidaki bisa dibaca dengan jelas. Hasil ini imemperlihatkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas.  

4. Uji Autokorelasii 

Uji auto korelasi di dalam modeli regrsi linear harus dilakukan apabila data merupakan data time 

series ataui runtut waktu. Sebab yang dimaksud dengan autokorelasi sebenaranya adalahi sebuah nilai 

pada sampel atau observasi tertentu sangat dipengaruhi oleh nilaii observasi sebelumnya. Untuk 

mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalahi dengan uji Durbin-Watson (DW test). Nilai DW akan 

dibandingkan dengan DW tabel. Jika DWhitung < dL maka terdapat autokorelasi positif. Sedangkan 

DWhitung > dU maka tidak terdapat autokorelasi positif. Dan jika dL< DWhitung < dU maka pengujian 

tidak meyakinkan atau tidak dapat disimpulkan. 

Tabel 4.15  

Hasil Uji Autokorelasi menggunakan Durbin-Watsoni 

Variabel Durbin-Watson 

ADD (X1) i 1,882 

Jumlah Wajib Pajak (X2)  2,091 

Jumlah Penduduk (X3) i 1,940 

Luas Lahan (X4) i 1,982 

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS v 21 (Data diolah 2019) Lampiran 12 

 

Nilai dL dan dU masing masing dapat dilihat pada DW tabel adalah sebesar 1.7155 dan 1.8037. 

Dari data yangi dihitung diperoleh nilai ADD DWhitung1,882 > 1.7155 dL, jumlah wajib pajak DWhitung 

2,091 > 1.7155 dL, jumlah penduduk DWhitung1,940 > 1.7155 dL dan luasi lahan DWhitung 1,982 

>1.7155 dL. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS 21 maka dpat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat autokorelasi antara variabel satui dengan yang variabel yang lainnya. 

 



4.4  Uji Hipotesis Statistiki 

1. Uji Parsial Ti 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkaniseberapa jauh pengaruh satu variabel penjelasan/independen 

secara individual dalam menerangkani variasi variabel dependen. Selanjutnya untuk menguji apakah 

variabel independen secarai individu atau parsial mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen, 

makai digunakan uji t. hasil uji t adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 4.8 

Hasil Uji t i 

Variabel 

Uji t 

Keterangan 
Signifikansi 

Hitungi 

Taraf 

Sinifikansii 
T Hitungi T Tabeli 

ADD (X1) 0,006 0,05 2,769 1,97331 Berdampak 

Jumlah 

Wajib 

Pajak  

(X2) i 

0,000 0,05 11,056 1,97331 Berdampak 

Jumlah 

Penduduk 

(X3) i 

0,000 0,05 8,903 1,97331 Berdampak 

Luas 

Lahani 

(X4) 

0,000 0,05 9,788 1,97331 Berdampak 

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS v 21 (Data diolah 2019) Lampiran 13 

 

Berdasarkan nilai statistik hasil analisis pada tabel 4.8 dapat dilihat bahwa hasil uji parsial ADD 

(Alokasi Dana Desa) i menunjukkan nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel (2,769 > 1,97331) dengan 

signifikansi 0.006. Hal tersebut menunjukkan bahwa  ADDi (Alokasi Dana Desa) berdampak terhadap 

penerimaan PBB-P2. Nilaiipositif dalam t-hitung mengindikasikan bahwa terdapat hubungan yang 

positif. Hasil uji parsial jumlah wajib pajak menunjukkani nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel 

(11,056 > 1,97331) idengan signifikansi 0.000. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah wajibi pajak 

berdampak terhadap penerimaan PBB-P2. Nilai positif dalam t-hitung mengindikasikan bahwa 

terdapat hubungan yang positif. Dan hasil uji parsial jumlah penduduk menunjukkan nilai t-hitung 

lebih besar dari t-tabel i (8,903 > 1,97331) dengan signifikansi 0.000. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa jumlah penduduk berdampak terhadap penerimaan PBB-P2. Nilai positif dalam t-hitung 

mengindikasikan bahwa terdapati hubungan yang positif. Serta berdasarkani nilai statistik hasil 

analisis pada tabel 4.8 dapat dilihat bahwa hasil uji parsial Luas Lahan  menunjukkani nilai t-hitung 

lebih besar dari t-tabel (9,788 > 1,97331) dengan signifikansi 0.000. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

Luas Lahan berdampak terhadap penerimaan PBB-P2. Nilai positif dalam t-hitung mengindikasikani 

bahwa terdapat hubungan yang positif. 

 

2. Uji Koefisien Determinasi (    ) i 

Koefisieni determinasi (R²) dipergunakan untuk mengetahui sampai seberapa besar persentase variasi 

variabel bebas padai model dapat menerangkan variasi pada variabel terikat. iKoefisien determinasi 

(R²) dinyatakan dalam prosentase. Nilai R² ini berkisari antara 0 < R² < 1. Koefisien determinasi (R²) 

bernilai nol berarti variabel independen sama sekali tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Apabilai koefisien determinasi semakin mendekati satu, maka dapat dikatakan bahwa model 



independen berpengaruhi terhadap variabeli dependen semakin baik. Selain itu koefisien determinasi 

dipergunakan untuk mengetahui presentase perubahan variabel terikat (Y) yang disebabkan oleh 

variabel bebas (X). Nilai koefisienideterminasi dapat dilihat dalam tabel berikut : 

Tabel 4.9 Hasil Ujii Determinasi (    )  

Model Summary
b
 

Variabeli Ri R Squarei Adjusted R 

Squarei 

Std. Error of 

the Estimatei 

ADD (X1) ,201
a
 ,040 ,035 2900,446 

Jumlah 

Wajibi 

Pajak (X2) 

,633
a
 ,400 ,397 2292,361 

Jumlah 

Penduduki 

(X3) 

,550
a
 ,302 ,298 2473,011 

Luas 

Lahani 

(X4) 

,586
a
 ,344 ,340 2398,555 

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS v 21 (Data diolah 2019)  

 

Dari tampilan SPSS modeli summary pada tabel 4.9 besarnya R Square adalah 0,040 hal ini 

berarti 4% variabel dapati dijelaskan oleh ADDi (Alokasi Dana Desa) sedangkan sisanya sebesar 

(100% - 4% = 96%) idijelaskan oleh variabel lainnya. Standart Error Of Estimate (SEE) sebesar 

2900,446 semakini kecil nilai SEE akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi 

variabel dependen. Besarnya R Square untuki jumlah wajib pajak adalah 0,400 hal ini berarti 40% 

variabel dapat dijelaskan olehi jumlah wajib pajak sedangkan sisanya sebesar (100% - 40% = 60%) 

dijelaskan oleh variabeli lainnya. iStandart Error Of Estimate (SEE) sebesar 2900,446 semakin kecil 

nilai SEE akan imembuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen. iDan 

Besarnya R Square untuk jumlah penduduki adalah 0,302 hal ini berarti 30,2% variabel dapat 

dijelaskan oleh jumlah penduduk isedangkan sisanya sebesar (100% - 30,2% = 69,8%) dijelaskan oleh 

variabel lainnya. iStandart Error Of Estimate (SEE) sebesar 2473,011semakin kecil nilai SEE akan 

membuat model regresi isemakin tepat dalam memprediksi variabel dependen. iSerta Besarnya R 

Square untuk R Squarei Luas Lahan adalah 0,344 hal ini berarti 34,4% variabel dapat dijelaskan oleh 

luas lahan sedangkan sisanya sebesar (100% - 34,4% = 65,6%)idijelaskani oleh variabel lainnya. 

Standart Error Of Estimate (SEE) sebesar 2398,555 isemakin kecil nilai SEE akan membuat model 

regresi semakin tepat dalam imemprediksi variabel dependen. 

 

4.5 Pembahasani 

Berdasarkan dari hasil pengujiani statistik secara parsial (individu) dengan menggunakan uji t, makai 

analisis lebih lanjut dapat didiskripsikan sebagai berikut : 

1. Alokasi Dana Desa (X1) berdampak terhadap Realisasi Penerimaan PBB-P2i 

Alokasi Dana Desai yang biasa disebut ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk 

menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dani berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu 

sendiri, berdasarkan ikeanekaragaman, ipartisipasi, otonomi asli dan pemberdayaan masyarakat. 

Bantuan langsung iADD adalah dana bantuan langsung yang dialokasikani kepada pemerintah desa 

digunakani untuk meningkatkan sarana pelayanani masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang 



diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yangi pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya 

dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh kepala desa. 

Pada hasil uji statistik menunjukkani bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) berdampak terhadap 

Realisasi penerimaani PBB-P2. Hal inii ditunjukan bahwa nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel (2,769 

> 1,97331) idengan tingkat signifikansi 0,006. Artinya bahwa, ADD (Alokasi Dana Desa) berdampak 

terhadap penerimaan PBB-P2 karena t-hitung lebih besar dari t-tabel dan tingkat signifikansi 

imenunjukkan lebih kecil dari 0,05. Artinyai bahwa ADD berdampak signifikan terhadap penerimaan 

PBB-P2idiiKabupaten Jember. Sedangkan Angka koefisien elastisitas ADD sebesar -4,047 berarti 

menunjukkani adanya pengaruh atau hubungan negatif antara Alokasi Dana Desai dengan penerimaani 

PBB-P2 di Kabupaten Jember. Angkai elastisitas tersebut menunjukkan bahwa peningkatan ijumlah 

wajib pajak Kabupaten Jember sebesar 1 persen, dengan asumsi variabel yang laini konstan, akani 

meningkatkan penerimaan PBB-P2 sebesar -4,047 persen. Sehingga peneliti menarik kesimpulan 

bahwa Ha1 diterima iartinya Alokasi Dana Desa berdampak terhadap realisasi penerimaani PBB-P2 di 

Kabupaten Jember. 

Hasili penelitian ini tidak konsisteni dengan penelitian yang dilakukan Ade Wawan (2017) 

bahwa Alokasi Dana Desa  tidak iberpengaruh terhadap penerimaan PBB-P2 dan tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap ipenerimaani PBB-P2. 

Hali tersebut menunjukan bahwa Alokasi Dana Desa yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk 

desa sudah dikelolah dengani baik sehingga masyarakat sudah merasakan manfaat dari penggunaan 

Alokasi Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah provinsi untuk desa. Selain dari hal tersebut 

Alokasii Dana Desa yang digunakan sebesar i75% sudah maksimal digunakan untuk pembangunan 

infrastruktur yang memadai sehingga pembangunan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat untuk membayari PBB-P2. Pemerintahi Kabupaten Jember sempat mengeluarkan aturan 

dalam proses pencairan Alokasi Dana Desa harus disertai dengan bukti pelunasan Pajak Bumi dan 

Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, namun iaturan tersebut dihapuskan setelah dilakukan pembahasan 

kembali yang menghasilkan bahwa “AlokasiiDana Desa memiliki pengaruh secara langsung dengan 

Pajak Bumi daniBangunan”, berdasarkani hal tersebut maka aturan yang mengharuskan dilampirknnya 

bukti pelunasan PBB P2 dalam hal pencairan dana ADD dihapuskan. 

2. Jumlah Wajib Pajaki (X2) berdampak terhadap Realisasi Penerimaan PBB-P2 

Wajibipajak adalah orang pribadi atau badan yangi meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan 

pemungut pajakiyang mempunyai hak dan ikewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan juga 

peraturaniperundang-undangan iperpajakan daerah yang berlaku di daerah tersebut. iPertumbuhan 

penduduk merupakan unsuripenting yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi suatu wilayah 

Pada hasiliuji statistik menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak berdampak terhadap 

Realisasiipenerimaan PBB-P2. Hal ini ditujukan bahwa nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel (11,056 > 

1,97331) dengan tingkat signifikansi 0,000. Artinyaibahwa jumlah wajib pajak berdampak signifikan 

terhadap penerimaan PBB-P2ikarena tingkatisignifikansi lebih kecil dari 0,05. Angka koefisien 

elastisitasi jumlah wajib pajak sebesar 97,099 berarti menunjukkan adanya dampak positif antara 

jumlahiwajib pajak dengan penerimaan PBB-P2idiiKabupaten Jember. Angkaielastisitas tersebut 

menunjukkan bahwa peningkatan jumlah wajib pajak Kabupaten Jember sebesar 1 persen, dengani 

asumsi variabeliyang lain konstan, akani meningkatkan penerimaan PBB-P2 sebesar 97,099 persen. 

Sehingga peneliti menarik kesimpulan bahwa Ha2 diterima yang artinya jumlah wajib pajak 

berdampak terhadap realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Jember. 

Hasil penelitian ini konsisteni dengan penelitian yang dilakukan Hadi Sasana (2005) dan 

Meiriska Febrianti (2017) yaitu jumlah wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

penerimaan PBB-P2. 



Kesadaran wajib pajak di Kabupaten Jemberi untuk membayar PBB-P2 ternyata cukup tinggi, 

dan berdampak positif dengan semakin meningkatnya penerimaan PBB-P2. Hal ini juga tidak terlepas 

dari pengaruh ketaatan masyarakati Kabupaten Jember yang lebih banyak tinggal di pedesaan dalam 

membayar PBB-P2. 

3.  Jumlah Penduduk (X3) berdampak terhadapiRealisasi Penerimaan PBB-P2 

Pertumbuhani penduduk merupakan unsur penting yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi suatu 

daerah. Penduduk yang besar akan menggerakkani berbagai kegiatan ekonomi dan merangsang tingkat 

output ataui produksi agregat yang lebih tinggi serta padaiakhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi 

dan pendapatan nasional, yang berpengaruh pula terhadapipeningkatan penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

Padai hasil uji statistik menunjukkan bahwa jumlah penduduk berdampak terhadap realisasi 

penerimaan PBB-P2. Hal ini ditujukani bahwa nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel (9,788 > 1,97331) 

dengan tingkat signifikansi 0.000. Artinyai bahwa jumlah penduduk berdampak signifikan terhadap 

penerimaan PBB-P2 karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05i. Angkai koefisieni elastisitas 

jumlah penduduki sebesar 8,844 berarti menunjukkani adanya dampak positif antara jumlah penduduk 

dengan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Jember. Angka elastisitas tersebuti menunjukkan bahwa 

peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Jember sebesar 1 persen, dengani asumsi variabel yang laini 

konstan, akan meningkatkani penerimaan PBB-P2 sebesari 8,844 persen. Jumlah penduduki di 

Kabupaten Jemberi untuk membayar PBB-P2 ternyata cukup tinggi dan berdampak positif terhadap 

realisasi penerimaan PBB-P2. Sehingga peneliti menarik kesimpulanii bahwa Ha3 diterima yang 

artinya jumlah wajib pajak berdampak terhadap realisasi penerimaan PBB-P2idiiKabupaten Jember. 

Hasilii penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ade Wawan (2017) dan 

Meiriska Febrianti (2017) bahwa dalam penelitiannya menunjukan bahwa jumlah penduduk 

berpengaruh positif dan signifikani terhadap penerimaan PBB.  

Jumlahi penduduk bisa tetap ditangani dengan serius, agar seiring bertambahnya jumlah 

penduduk, bertambahijuga wajib pajak yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan 

peningkatan kualitasisumber daya manusia di Kabupaten Jember. Jumlahi penduduk tidak hanya 

menjadi beban di daerah KabupateniJember tetapi penduduk yang sebelumnya belum menjadi wajib 

pajak dapat berubahistatus menjadi wajib pajak. Penduduk yang besar akan menggerakkan berbagai 

kegiatan ekonomi dan merangsang tingkat outputiatau produksi agregat yang lebih tinggi yang pada 

akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional, yang berpengaruh pula terhadap 

peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan. 

4. Luas Lahan (X4) berdampak terhadap Realisasi Penerimaan PBB-P2 

Berdasarkani data yang diperoleh dalam penelitian ini, Desa yang memiliki luas lahan yang paling 

tinggi yaitu Desa Ampel yaituiseluas 16,061.000 Km
2
, sedangkan Desa yangi memiliki luas lahan 

yang paling rendah yaitu Desa Balung Kidul yaitu seluas 1,990.000 Km
2
. iRata-rata luas lahan Yang 

dimiliki Kabupaten Jember tahun 2011-2015i yaitu seluasi 7,000,000,000 Km
2
. 

Pada hasil uji statistik luas lahan berdampak terhadap realisasi penerimaan PBB-P2. Hal ini 

ditujukan bahwa nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel (9,788 > 1,97331) dengan tingkat signifikansii 

0.000. Artinya bahwa luas lahan berdampak sinifikan terhadap penerimaan PBB-P2 karena tingkati 

signifikansi lebih kecil dari 0,05i. Angka koefisien elastisitas luas lahan sebesar 2918,544 berarti 

menunjukkan adanya dampak  positif antara luas lahan dengani penerimaan PBB-P2i di Kabupaten 

Jember. Angkai elastisitas tersebut menunjukkan bahwaipeningkatan luas lahan perdesa Kabupaten 

Jember sebesar 1 persen, dengani asumsi variabel yang lain konstan, akan meningkatkan penerimaan 

PBB-P2i sebesar 2918,544i persen. Luas lahan di Kabupaten Jember memili potensi yang cukup besar 

sebagai sumber objek dari Pajak PBB-P2 . Sehinggai peneliti menarik kesimpulan bahwa Ha4 diterima 



yang artinya jumlah wajib pajak berdampak terhadap realisasi penerimaan PBB-P2idiiKabupaten 

Jember. 

Hasil penelitian tersebut sejalan dengani penelitian yang dilakukan Hadi Sasana (2005), Ade 

Wawan (2017) dan Hasniar (2014) bahwai dalam penelitiannya menunjukan bahwa luas lahan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB.  

Semakin besar luas lahani yang dimiliki, semakin tinggi pula pendapatan yang diperoleh, dan 

pada akhirnya akan menambah kemampuan merekai untuk membayar PBB. Dengani demikian, setiap 

penambahan luas lahan yang dimanfaatkan masyarakat selainiakan menambah jumlah wajib pajak 

baru, tentunyai juga akan menaikkan pendapatan per kapita masyarakat sehingga akan meningkatkan 

penerimaan PBB. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARANi 

5.1 Kesimpulani 

Berdasarkani analisis dan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan pada penelitian ini, maka ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1.  Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Alokasi Dana Desa secara parsial berdampak 

signifikan terhadap realisasii penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Jember.  

2. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Jumlah wajib pajak berdampak signifikan 

terhadap realisasii penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Jember. 

3.  Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Jumlah Penduduk berdampak signifikan terhadap 

realisasii penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Jember.  

4.  Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Luas Lahan berdampak signifikan terhadap 

realisasi penerimaan PBB-P2i di Kabupaten Jember. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memilikii beberapa keterbatasan, berikut adalahi keterbatasan dalam penelitian ini 

1. Data yang digunakan sempatimengalami ketidaknormalan data dalam uji  menggunakan aplikasi 

SPSS versi 21.i 

2. Ruang lingkupipenelitian hanya sebatas di Kabupaten Jember karena peneliti hanya bisa 

mendapatakan data di Kabupaten Jember saja. Karenai DataiAlokasi Dana Desa diperoleh 

secara manual atau berdasarkan metodeisurvey yaitu datang langsung ke masing-masing desa. i 

3. Didapatkan asumsi hasil penelitian yang kurang sesuai karena periode penelitianiyang relatif 

singkat selama 5 tahun yaitu dari tahun 2011-2015. Sehingga tidak dapat terdeteksi dengan jelas 

faktor faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan PBB-P2. 

 

5.3 Saranii 

Berdasarkanihasil kesimpulan dan keterbatasani penelitian diatas, maka dapat diajukan beberapa saran 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengatasii ketidaknormalan data, sebaiknya penelitii selanjutnya jangan terlalu berkecil 

hati. Karena data dapat dinormalkan kembali dengan menggunakan menu transform dalam 

aplikasi pengelola data SPSS. 

2. Datai Alokasi Dana Desa diperoleh secara manual atau berdasarkan metode survey oleh sebab 

itu untuk peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan planningi yang jelas sebelum melakukan 

penelitian yang sejenis guna memperluas data penelitian. 

3. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan untuk menambahkan variabel-variabel lainnya, seperti 

variabel jumlahi insentif pemungut pajak, pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana dan 

sebaiknya menambah pengamatan dalam kurun waktu yang lebih lama lagi sehingga dapat 



menghasilkan asumsiiyang lebih baik. Dan agar realisasi penerimaani Pajak Bumi dan 

Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat meningkat sesuai target yang diharapkan 

pemerintah Kabupaten Jember hendaknya memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi 

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan . Hal ini sesuaiidengan 

perhitungan statistik. Bahwa variabel luas lahan dan jumlah wajib pajak dan jumlah penduduk 

sangat mempengaruhi dan berdampak terhadap realisasi penerimaan Pajaki Bumi dan Bangunan 

Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2).  

 

6. PENUTUPi 

Alhamdulliahipujiisyukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, yangi telah memberikan nikmat iman 

dan sehat kepada peneliti dani pihak pihak yang terlibatidalam penyelesaian skripsiiini sehingga 

peneliti dapat menyelesaikanipenelitian ini berdasarkan iwaktu yang telah ditentukan. Sekalii lagi saya 

sampaikan terimakasih dari lubuk hati paling dalamisemoga Allah membalas kebaikan kalian semua. 
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